Independensi Panitia Pengadaan Tanah dalam Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum by Putri, Gema Natalia
 INDEPENDENSI PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM 
PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana 
 






PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
29 April 2016 
   
   
  
 









 UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas tuntunan-Nya sehingga penulis 
dapat meyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1) Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
dengan judul: “INDEPENDENSI PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM 
PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM.” 
Pada kesempatan ini pula penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam 
penyusunan skripsi ini. Penulis mengakui bahwa skripsi ini dapat selesai tentunya 
tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak tersebut. Untuk 
itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
2. Ibu Christiana Tri Budhayati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing, 
yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan 
kepada penulis sejak tahapan awal hingga akhir sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu C. Maya Indah S., SH., M.Hum. selaku Kepala Program Studi 
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah 
banyak membantu penulis dalam memberikan kebijakan-kebijakan 
sehingga membantu nmemperlancar proses kelulusan. 
 4. Bapak  R.E.S Fobia, SH., MIDS. selaku Wali Studi penulis, yang telah 
mengarahkan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga. 
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga, yang telah memberikan ilmunya secara khusus di bidang 
Hukum. 
6. Seluruh Staff Tata Usaha/Administrasi Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga, 
7. Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, 
dan dukungan baik moril maupun materiil, perhatian dan doa sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
8. Anakku tersayang Bagus yang selalu memberikanku semangat supaya 
cepat lulus. 
9. Oktaviantoku sayang yang telah memberikan dukungan, kasih sayang 
serta terus mendampingiku. 
10. Sahabat-sahabatku: Shinta dan Desi yang selalu memberikan dukungan 
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis selama menyelesaikan skirpsi ini. 
Penulis berharap agar dengan skripsi ini dapat memberikan karya yang 
bermanfaat di bidang ilmu hukum. 
Salatiga, 29 April 2016 
Penulis 
Gema Natalia Putri 
  KATA PENGANTAR 
Dalam penulisa skripsi ini penulis hendak mengkaji bagaimana 
Independensi Panitia Pengadaa Tanah dalam setiap peraturan-peraturan yang 
mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 
tentang Ketentuan – Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah sampai 
dengan peraturan terbaru pengadaan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 dan Keppres No. 55 Tahun 1993 tidak terdapat 
adanya independensi Panitia Pengadaan Tanah, sedangkan  dalam Perpres No. 36 
Tahun 2005 jo Perpres 65 Tahun 2006 sudah terdapat independensi Panitia 
Pengadaan Tanah yaitu dalam proses ganti kerugiannya yang melibatkan 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. Peraturan yang terbaru UU No. 2 Tahun 2012 
sudah semakin terlihat adanya independensi Panitia Pengadaan Tanah, 
independensi Panitia Pengadaan Tanah yang berkedudukan sebagai penyelenggara 
dari kepentingan umum sudah terlihat cukup baik. Panitia Pengadaan Tanah yang 
berkedudukan sebagai penyelenggara dari kepentingan umum harus dapat 
bersikap obyektif dan profesional tanpa memihak kepentingan salah satu pihak 
meskipun itu pihak dari instansi yang memerlukan tanah karena tujuan dari 
pengadaan tanah itu sendiri adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran  bangsa, 
negara, dan masyarakat serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 
fasilitas umum dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, 
 sehingga Panitia Pengadaan Tanah harus bersikap profesional dan indepen. Dalam 
posisi ini Panitia Pengadaan Tanah sebagai mediator antara instansi yang 
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